KEBIJAKAN INDONESIA MERATIFIKASI
United Nations Convention Againts Corruption (UNCAQ)

SKRIPSI

Oleh

UMMI KULSUM
NIM. 030910101062

ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2008



KEBIJAKAN INDONESIA MERATIFIKASI
United Nations Convention Againts Corruption (UNCAQ)

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhiaah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi liImu Hubungan Inernasional (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

UMMI KULSUM
NIM. 030910101062

Dosen Pembimbing |
Drs. Supriyadi, M.Si
NIP. 131 474 383

Dosen Pembimbing Il
Drs. Nuruddin M Yassin
NIP. 130518486

ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2008



ABSTRAKSI

Berhasil ditandatanganinya ketentuan hukum intésnat PBB, United
Nations Convention Against Corruption (UNCAC) oleanyak negara di dunia,
membuktikan bahwa tindak pidana korupsi bukan hamgmajadi momok bagi bangsa
Indonesia, bahkan dunia internasional pun menyadanwa korupsi merupakan
musuh bersama yang harus diberantas. Jika masyatakadonesia menganggap
bahwa negara ini merupakan negara yang korupsiogansatu di Asia, bahkan di
dunia, kini adanya konvensi tersebut menandakaaknga korupsi di seluruh dunia.

Indonesia melakukan ratifikasi Konvensi Anti KorupKedua LSM yang
fokus terhadap pemberantasan korupsi ini, mend@sskerintah Indonesia untuk
meratifikasi Konvensi Antikorupsi PBB (United NatioConvention Against
Corruption/ UNCAC). Hal ini untuk mempermudah upg@gnberantasan korupsi di
Indonesia. Salah satu keuntungan yang diperolelonksila adalah kemudahan
melakukan ekstradisi para koruptor yang menyimpasil kkejahatannya di negeri-
negeri tetangga, seperti Singapura yang selamidtankenal sebagai tempat paling
aman untuk menyembunyikan hasil kejahatan korupsi.

Pemerintah Indonesia menandatangai Konvensi Antgsirdi Markas Besar
PBB, New York, tanggal 18 Desember 2003 dan teledtifikasi oleh pemerintah
Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20@t&arig Pengesahan UNCAC
2003. Selama ini, kita masih kesulitan untuk mekakupengembalian asedsSet
recovery para koruptor yang telah berada di luar negeendan meratifikasi
konvensi tersebut, Indonesia bisa menggunakan ksntersebut sebagai instrument
baru dalam rangka asset recovery. Kejahatan korspdah masuk kejahatan
transnasional yang pelakunya bisa lari kemana daja uangnya bisa disimpan
dimana saja, sehingga untuk mengatasinya tidakgagéutuhkan kerjasama dengan

negara-negara lain.
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